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ABSTRAK 

 

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh peyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan 

Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari Peraturan 

Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan 

Publik oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas 

Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik, bahwa pada umumnya 

pelayanan yang ada masih bercirikan, berbelit-belit, lambat, mahal, dan 

melelahkan.  

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari 

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang 

Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten 

Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara,  serta untuk mengetahui faktor 

penghambat pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Keluarga 

ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 

tentang Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil 

Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu 

penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni 

melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Sumber data dalam penelitian 

ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis 

kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. 

Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau 

dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang 

Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten 

Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik. Adapaun 

faktor penghambatnya adalah; (i) Kurangnya Kedisiplinan Pegawai Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; (ii) Pelayanan Yang Berbelit-belit; (iii) 

Sarana dan Prasarana yang tidak memadai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Daerah (local goverment) berdasarkan dari perkembangan 

praktik pemerintah di Eropa pada abad ke 11 dan 12 pada saat itu muncul satuan-

satuan wilayah dari tingkat dasar yang secara ilmiah membentuk suatu lembaga 

pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu 

komunis swakelola di sekelompok penduduk.  Satuan-satuan wilayah tersebut 

diberi nama municipal (kota), county (kabupaten), dan commune/gemente (desa).1  

Dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya 

biasa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang 

sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis 

pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat. Keseluruhan jajaran 

pemerintahan negara merupakan satuan birokrasi pemerintahan yang juga dikenal 

dengan istilah civil services. Diantara berbagai satuan kerja yang terdapat dalam 

lingkungan pemerintahan, terdapat pembagian tugas yang umumnya didasarkan 

pada prinsip fungsionalisasi. Disoroti dari segi pemberian pelayanan kepada 

masyarakat, fungsionalisasi berarti bahwa setiap instansi pemerintah berperan 

selaku penanggung jawab utama atas terselenggaranya fungsi tertentu, dan perlu 

bekerja secara terkoordinasi dengan instansi lain. Dengan adanya fungsional 

tersebut, maka secara resmi dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik yaitu undang-undang yang mengatur tentang prinsip–

                                                             
 1 M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, (Yogyakarta : Total 

Media, 2013), h 69   
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prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi 

pemerintahan itu sendiri.2  

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh peyelenggara 

pelayanan publik. 

Istilah publik berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum, 

masyarakat atau negara. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sesuai bila diberi 

terjemahan Praja, hanya sejak zaman Belanda kata-kata sansekerta sudah salah 

kaprah. Arti sebenarnya dari kata Praja adalah rakyat, sehingga untuk pemerintah 

yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah Pamong Praja3. Salah satu 

tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, dengan 

tanpa ada pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kebutuhan masyarakat.  

Ada 4 (tempat) alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis 

untuk memulai mengembangkan dan menerapkan good governance di Indonesia 

yaitu: 

a. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara pemerintah 

berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. 

b. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan 

                                                             
 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik   

3 Inu Kencana Safiee, Ilmu Administrasi Publik,(Jakarta : Rineka Cipta: 2010). h.17 
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masyarakat terhadap kerja birokrasi. 

c. Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek clean dan good 

governance dapat diartikulasikan secara mudah. 

d. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance dan 

mekanisme pasar. 

Pelayananan administratif yang dimaksud adalah pelayanan administratif 

yang mendukung tumbuh kembangnya menyusun sistem pemerintahannya agar 

tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta 

mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk otonomi 

daerah di pandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip pemerintah yang baik 

(good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) dalam 

mewujudkan pembangunan yang disentralistik dan demokratis..4 

Untuk melaksanakan reformasi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa 

dan bernegara di Indonesia, salah satu hal mendasar yang harus dilakukan pada 

saat ini adalah keseluruhan misi reformasi diarahkan pada upaya untuk 

memberdayakan masyarakat, baik sebagai pemilik kedaulatan negara maupun 

sebagai subyek dan obyek reformasi politik itu sendiri. Masyarakat harus 

diyakinkan bahwa mereka mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam 

pembangunan bangsa. Dalam pengertian bahwa pemerintah dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pelayan masyarakat semakin membuka diri dalam menanggapi 

                                                             
4 Abu Samah dan Ali Bembi, Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa Indonesia, STAI 

H M (Pekanbaru: Lukman Edi Press 2016), h.232 
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aspirasi-aspirasi, tuntutan dan harapan yang berkembang dalam masyarakat. Di 

samping itu masyarakat juga harus diberi keleluasaan untuk ikut berpartisipasi 

aktif dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan, hal mana merupakan intisari 

dari demokrasi yang menjunjung tinggi kedudukan rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan5.  

Kemajuan yang begitu cepat dalam masyarakat dan hubungan antara 

masyarakat dan pemerintah yang bersifat dinamis, serta keberadaan birokrasi 

pemerintah tersebut, menuntut aparat pemerintah yang bertugas pada level mikro 

(dimana pelayanan secara langsung oleh aparat terhadap masyarakat berlangsung) 

atau mereka menempatkan diri pada garis paling depan untuk secara jernih, peka 

dan responsif membaca denyut nadi publik yang wajib diladeni. Aparatur harus 

senantiasa berusaha baik secara mandiri, maupun secara organisasi berusaha 

meningkatkan keprofesionalan terkait dengan tugas dan fungsi serta tanggung 

jawab yang ada. Pelayanan yang positif dan berkualitas secara empiris pada satu 

sisi akan menciptakan kepuasan, kebahagian dan kesejahteraan masyarakat, yang 

pada gilirannya akan dapat mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat. Pada 

sisi lain, merupakan ukuran tingkat kinerja birokrasi pemerintahan, oleh karena itu 

pada level inilah, baik dan tidaknya citra pemerintah dimata masyarakat 

dipertaruhkan.6. 

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami 

pembaharuan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan 

                                                             
5 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012) h.19 

 6 Tamim, Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2009). 

h 74. 
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meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan didalam pemerintah itu sendiri. 

Mesikipun demikian, pembaharuan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah 

memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak 

berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan.7  

Terkait penyediaan layanan kepada masyarakat, pada hakikatnya fungsi 

suatu pemerintah adalah pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan. Dengan 

adanya proses pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat dalam waktu tertentu, keadaan masyarakat akan berubah, tuntutan dan 

kebutuhannya pun akan berubah.8 

Setiap waktu masyarakat selalu menuntut pelayanan publik yang 

berkualitas dari suatu birokrasi, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai 

dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini 

masih bercirikan, berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan 

seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang 

melayani bukan dilayani. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat 

umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun 

negara sesungguhnya berdiri adalah untuk kepentingan masyarakat yang 

mendirikannya.  

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik menejlaskan bahwa komponen standar pelayanan diantaranya: 

 

                                                             
 7 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik (Yogyakarta : Pembaharuan, 2005), 

h 1-2. 
8 Yusid Toyib dan Riant Nugroho, Public Private Partnership Indonesia, (Jakarta : PT 

Gramedia Indonesia, 2018), h. 106. 
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1. Dasar hukum; 

2. Persyaratan; 

3. Sistem, mekanisme dan prosedur; 

4. Jangka waktu penyelesaian; 

5. Biaya/tarif; 

6. Produk pelayanan; 

7. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas; 

8. Kompetensi pelaksana; 

9. Pegawasan internal; 

10. Penanganan pegaduan, saran dan masukan; 

11.  Jumlah pelaksana; 

12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 

sesuai dengan standar pelayanan; 

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan; 

dan 

14. Evaluasi kinerja pelaksana;  

Kemudian berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Padang 

Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa:  

Penyelenggara dan pelaksana wajib memiliki tata perilaku sebagai kode 

etik dalam memberikan Pelayanan Publik, meliputi9 : 

1. Bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional; 

                                                             
 9 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan 

Publik  



7 
 

 
 

2. Bertindak adil dan non diskriminatif; 

3. Peduli, teliti dan cermat; 

4. Bersikap ramah dan bersahabat; 

5. Bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit; 

6. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan 

7. Prilaku lain yang memanjang terlaksananya penyelenggaran Pelayanan Publik 

yang cepat, tepat, dan akurat. 

Akan tetapi kurang baiknya pelayanan publik yang ada pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera 

Utara sering menjadi permasalahan dalam pemberian pelayanan kepada 

masyarakat. Pasalnya  tidak ada papan informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas dan 

terukur terkait dengan pengurusan Pembaharuan Kartu Keluarga. Sehingga untuk 

urusan pembaharuan Kartu Keluarga saja masyarakat perlu empat kali bolak balik 

datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyelesaikan 

urusannya.10 

Keadaan yang demikian membuat masyarakat sebagai pengguna 

pelayanan publik menjadi tidak terpuaskan, sehingga masyarakat enggan 

mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan birokasi pemerintah. 

Selanjutnya masyarakat mencari jalan pintas dengan cara melanggar peraturan 

yang ada, disinilah proses KKN di mulai. Pelayanan menjadi komoditas yang 

diperjual belikan oleh aparatur untuk memperkaya dirinya, terjadi tawar menawar 

                                                             
 10 Rudi, Masyarakat Desa Sosa, Padang Lawas  
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dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya sudah menjadi 

tugas dan tanggung jawabnya. 

Kurang baiknya pelayanan publik selama ini menjadi salah satu variabel 

penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. Krisis kepercayaan masyarakat terektualisasi dalam bentuk protes dan 

demonstrasi yang cenderung tidak sehat menunjukkan kefrustasian publik 

terhadap pemerintahnya. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan publik mutlak 

diperlukan agar image buruk masyarakat kepada pemerintah dapat diperbaiki, 

karena dengan perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, dapat 

mempengaruhi kepuasan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah dapat dibangun kembali. 

Berdasarkan fenomen-fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih 

lanjut untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Publik Oleh Dinas 

Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat. Secara teoritis 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat 

terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik Oleh Dinas Kependudukan dan  

Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat. Dengan menggunakan metode pendekatan 

yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu 

kenyataan hukum di dalam masyarakat. Maka dari itu penulis mengangkat suatu 

judul penelitian “Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu 

Keluarga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 

02 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Oleh Dinas Kependudukan Dan  

Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara” 
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B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan 

terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap bagaimana 

Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari 

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang 

Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten 

Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara serta faktor-faktor penghambat dalam 

pelaksanaan Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Keluarga 

ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 

2017 tentang Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan 

Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara? 

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu 

Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Padang 

Lawas Provinsi Sumatera Utara? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pelayanan Publik dalam 

Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten 

Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik oleh Dinas 

Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi 

Sumatera Utara Publik. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pelayanan Publik 

dalam Pembuatan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan  

Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. 

2. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu 

yang telah diperoleh secara teori di lapangan. 

b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan sutu karya 

peneliti baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan Pelayanan 

Publik dalam Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari Peraturan Daerah 

Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan 

Publik oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten 

Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. 

2. Secara Praktis 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan 

Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari Peraturan 

Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan 
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Publik oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Padang 

Lawas Provinsi Sumatera Utara. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu atau metode penelitian adalah suatu cara atau jalan 

untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.11 Cara ilmiah 

berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, 

empiris, dan sistematis.Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan 

cara- cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat 

diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara- cara yang 

digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu 

menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.12 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian 

hukum sosiologis. Jenis penelitian lapangan/sosiologis yaitu jenis penelitian 

yang objeknya langsung dari lapangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya 

penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara lengkap dan 

terperinci mengenai bagaimana pelaksanaan Pelayanan Publik dalam 

Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang 

Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik oleh Dinas 

Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi 

Sumatera Utara. 

                                                             
 11 Joko Subagyo, Metode penelitian dalam teori dan praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2011) jilid 1, h.1.  

 12 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:sinar Grafika, 2011), h.24  
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2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi 

Sumatera Utara. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Sebagai subjek penelitian adalah Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Kabid Umum, Staff Bagian 

Pelayanan Umum, serta masyarakat yang melakukan pengurusan pembaharuan 

Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan 

yang menjadi Objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan Pelayanan Publik 

dalam Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten 

Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik oleh Dinas 

Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi 

Sumatera Utara. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang 

akan diteliti.13  

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi.14 Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah 

                                                             
13 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), 

h.122 
14 Juliansyah Noor, Metode Peenelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011), h,155 
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teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak 

dijadikan sampel.  

Tabel 1.1 

Tabel populasi dan sampel 

No Responden Populasi Sampel Persentase 

1. Kepala Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kupaten 

Padang Lawas 

1 orang 1 orang 100% 

2. Pegawai Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kupaten 

Padang Lawas 

14 orang 4 orang 28,5% 

3. 

 

Masyarakat  500 orang 

 

 

25 orang  

 

 

5% 

 

 

Jumlah 815 orang 30 orang  

c. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.15 Adapun yang 

menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan 

tempat lokasi penelitian.16 Data primer adalah data yang di peroleh baik 

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen 

tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti. 

 

 

                                                             
15 Zainuddin Ali, Op Cit. h.176 
16 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2008), h. 30  
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, 

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan 

perundang-undangan. 

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi : 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal 

dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek 

penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan, antara lain : 

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 

tentang Pelayanan Publik.  

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah 

hukum yang terkait dengan objek penelitian 

3. Bahan Hukun Tersier 

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan 

mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang 

berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  ensiklopedia, 

majalah, surat kabar dan sebagainya. 
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d. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan 

untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Observasi 

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di 

tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan 

sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. 

2. Wawancara 

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk 

memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk 

memperoleh data-data yang ingin diteliti. 

3. Angket 

Yaitu suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus 

dijawab secara tertulis. 

4. Study Kepustakaan 

yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti.17 

e. Teknik Analisis Data        

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai 

suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan 

                                                             
17 M. Hajar. Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 

2011), h. 53  
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pendekatan kualitatif yakni data yang diproleh kemudian dianalisis  secara 

bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan 

wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga 

menjadi sebuah catatan lapangan. Teknis analisis data kualitatif digunakan 

untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang 

diperoleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi 

literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut 

kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, 

kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data 

yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk 

kemudian mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan Pelayanan Publik 

dalam Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten 

Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik oleh Dinas 

Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi 

Sumatera Utara. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan 

dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penulisan, serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas 

Provinsi Sumatera Utara. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang berhubungan dengan 

pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang konsep pemerintahan daerah, 

konsep tentang pelayanan publik dan bagaimana pelaksanaan Pelayanan Publik 

dalam Pembuatan Kartu Keluarga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan Pelayanan Publik 

dalam Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten 

Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik oleh Dinas 

Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera 

Utara, serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pelayanan Publik dalam 

Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang 

Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik oleh Dinas 

Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera 

Utara 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas 

Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam 

pembantuan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas lainnya 

yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya di wilayah Padang 

Lawas. 

Fungsi dan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut 

merupakan pelayanan dalam mengurus berbagai persyaratan seperti membuat 

surat akta lahir atau akta kelahiran, surat dokumen kependudukan, kartu keluarga 

(KK), akta perkawinan, surat keterangan pindah, hingga pembuatan KTP- 

elektronik atau e-KTP.  

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan 

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan sipil masuk dalam urusan Pemerintahan Konkuren 

Wajib Non Pelayanan Dasar. Untuk menuju Kepemerintahan Yang Baik (Good 

Governance) melalui lembaga-lembaga Pemerintah yang akan dibentuk sesuai 

dengan urusan dan kewenangan masing-masing pemerintah. 
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas 

sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaanya meliputi 

dalam 4 bidang yaitu : 

1. Sekretariat 

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan 

Data 

Dari kewenangan tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil adalah penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, 

Pengelolaan dan Pengawasan mobilitas penduduk. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten 

Padang Lawas, sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Kependudukan, dan 

Pencatatan Sipil.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas 

Provinsi Sumatera Utara memiliki Pegawai berstatus PNS berjumlah 30 (tiga 

puluh) dan pegawai yang berstatus kontrak sebanyak 10 (sepuluh) orang, terdiri 

dari 24 (dua puluh empat) orang laki-laki dan perempuan 16 (enam belas) orang. 

Seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada bekerja sesuai dengan Tugas 

Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan 

organisasi yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka 

Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas yang Good Gavermance 

melalaui peningkatan kualitas Pelayanan Publik menuju Visi Kabupaten Padang 
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Lawas "TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN 

BERKUALITAS SERTA TERTIB ADMINISTGRASI"18 

1. Kedudukan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 

dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

2. Tugas Pokok 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 

melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan 

di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

3. Fungsi 

a. Perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan 

pengelolaan sistem informasi admnistrasi kependudukan; 

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan 

pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi 

kependudukan; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

                                                             
18 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi 

Riau  
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4. Tujuan 

Mewujudkan Tertib Administrasi di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara 

5. Sasaran 

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan 

6. Strategi 

a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi 

Kependudukan. 

b. Memberikan pelayanan yang optimal dalam bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

c. Mendekatkan jarak pelayanan kepada masyarakat. 

d. Mempercepat jangka waktu penyelesaian produk Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

e. Membuat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang akurat 

7. Kebijakan 

a. Meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 

b. Meningkatkan akuntabilitas  kinerja personil untuk melayani masyarakat 

c. Validasi data secara periodik 

d. Melaksanakan optimalisasi pelayanan (terjangkau, mudah, tepat transparan 

akuntabel, adanya kepastian waktu) 

e. Pemenuhan sarana dan prasarana secara prioritas  dan bertahap 

f. Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang Responsif 
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8. Program 

Program Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara adalah : 

a. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

e. Program Penataan Administrasi Kependudukan 

f. Program Pengelolaan Data Kependudukan. 

9. Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bidang 

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat; 

b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 

c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, 

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi 

dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi; 

d. pengelolaan barang milik daerah; 

e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
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g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan 

fungsi Sekretariat; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Sub bagian; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan 

evaluasi; 

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan dan 

anggaran; 

e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; 

f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan. 

g. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan; 

h. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub 

Bagian; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi : 
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a. penyusunan rencana kerja Sub bagian;penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian; 

b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha; 

c. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian; 

d. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga; 

e. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan; 

f. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan; 

g. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub 

Bagian; 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Bidang; 

b. perumusan kebijakan bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk 

dan pendataan penduduk; 

c. pelaksanaan kebijakan bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk 

dan pendataan penduduk; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang identitas penduduk, 

pindah datang penduduk dan pendataan penduduk; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang identitas penduduk, 

pindah datang penduduk dan pendataan penduduk; 
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f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; 

dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Identitas Penduduk 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang identitas penduduk; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang identitas penduduk; 

d. pelaksanaan pelayanan bidang identitas penduduk; 

e. penerbitan dokumen bidang identitas penduduk; 

f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan bidang identitas penduduk; 

g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang identitas 

penduduk; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang bidang identitas 

penduduk; 

i. melaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; 

dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pindah Datang Penduduk 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 
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b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pindah 

datang penduduk; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pindah 

datang penduduk; 

d. pelaksanaan pelayanan bidang pindah datang penduduk; 

e. penerbitan dokumen bidang pindah datang penduduk; 

f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan bidang pindah datang 

penduduk; 

g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pelayanan pindah datang penduduk; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan pindah 

datang penduduk; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pendataan Penduduk 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendataan penduduk; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan penduduk; 

d. pelaksanaan pelayanan bidang pendataan penduduk; 

e. penerbitan dokumen bidang pendataan penduduk; 

f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan bidang pendataan penduduk; 
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g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pendataan penduduk; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pendataan 

penduduk; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

k. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan; 

l. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan; 

m. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana; 

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub 

Bagian; dan 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja bidang; 

b. perumusan kebijakan bidang pelayanan pencatatan kelahiran, perkawinan 

dan perceraian, serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian; 

c. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pencatatan kelahiran, perkawinan 

dan perceraian, serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian; 
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d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan pencatatan 

kelahiran, perkawinan dan perceraian, serta perubahan status anak, 

kewarganegaraan dan kematian; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan 

pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian, serta perubahan status 

anak, kewarganegaraan dan kematian; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; 

dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kelahiran menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi ; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan kelahiran; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencatatan kelahiran; 

d. pelaksanaan pelayanan bidang pencatatan kelahiran; 

e. penerbitan dokumen bidang pencatatan kelahiran; 

f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan bidang pencatatan kelahiran; 

g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pencatatan kelahiran; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencatatan 

kelahiran; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 
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j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Perkawinan dan Perceraian 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan perkawinan 

dan perceraian; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencatatan 

perkawinan dan perceraian; 

d. pelaksanaan pelayanan bidang pencatatan perkawinan dan perceraian; 

e. penerbitan dokumen bidang pencatatan perkawinan dan perceraian; 

f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan bidang pencatatan 

perkawinan dan perceraian; 

g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pencatatan perkawinan dan perceraian; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencatatan 

perkawinan dan perceraian; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Perubahan Status Anak, 

Pewarganegaraan, dan Kematian menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 
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b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan perubahan 

status anak, pewarganegaraan, dan kematian; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencatatan perubahan 

status anak, pewarganegaraan, dan kematian; 

d. pelaksanaan pelayanan bidang pencatatan perubahan status anak, 

pewarganegaraan, dan kematian; 

e. penerbitan dokumen bidang pencatatan perubahan status anak, 

pewarganegaraan, dan kematian; 

f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan bidang pencatatan perubahan 

status anak, pewarganegaraan, dan kematian. 

g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencatatan 

perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Bidang; 

b. perumusan kebijakan bidang sistem informasi administrasi kependudukan, 

pengolahan dan penyajian data, serta kerja sama dan inovasi pelayanan; 
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c. pelaksanaan kebijakan bidang sistem informasi administrasi kependudukan, 

pengolahan dan penyajian data, serta kerja sama dan inovasi pelayanan; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sistem informasi 

administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, serta kerja 

sama dan inovasi pelayanan; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sistem informasi 

administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, serta kerja 

sama dan inovasi pelayanan; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; 

dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang sistem informasi administrasi 

kependudukan; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sistem informasi 

administrasi kependudukan; 

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sistem 

informasi administrasi kependudukan; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sistem informasi 

administrasi kependudukan; 
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f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengolahan dan penyajian 

data; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan penyajian 

data; 

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

pengolahan dan penyajian data; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengolahan dan 

penyajian data; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas Seksi Tata Kerja Sama dan Inovasi 

Pelayanan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kerja sama dan inovasi 

pelayanan; 
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c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kerja sama dan inovasi 

pelayanan; 

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kerja 

sama dan inovasi pelayanan; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kerja sama dan 

inovasi pelayanan; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

B. Visi Dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara  

1. Visi 

"Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang akurat, up to date, terintegrasi, membahagiakan dan 

bermanfaat mendorong pembangunan Desa" 

2. Misi 

a. Meningkatkan profesionalitas penyelenggaraan pelayanan administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas 

b. Meningkatkan sarana dan prasarasna pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan dan pelayanan Administrasi Kependudukan. 

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat perlunya dokumen administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil. 
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d. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Pusat, Provinsi, Kabupaten dan 

Instansi Lintas Sektoral serta stakeholder lainnya dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk 

pembangunan desa dan penataan kota. 

C. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara 

Tabel II.1 

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara 
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SINAR NASUTION, S.Pd 
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SIREGAR, S. Sos 

KASI IDENTITAS PENDUDUK 

RYNA RIZKY H, NASUTION, S.E 
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HENNI ROS, S.Sos 
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FITRI RAHAYU S.E 
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RIDAWATI S. Sos 

KASI SIAK 

ANITA FAJRI, S.Sos 

KASI PENGOLAHAN DAN 

PENYAJIAN DATA  

 

DEDI AHMAD TIMBUL SIREGAR 

KASI INOVASI PELAYANAN 

ZAINUL ARIFIN, S. Kom 
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BAB III  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pemerintah Daerah 

Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara 

Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa 

susunan Negara Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada 

negara dalam negara, seperti halnya yang terdapat pada negara federal. 

Konsekuensi dari pilihan bentuk negara ini maka penyelenggaraan pemerintahan 

pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Mengingat wilayah Republik 

Indonesia sangat luas dengan beribu-ribu pulau, aneka ragam suku dan budaya 

sudah dapat dipastikan tidak mungkin segala sesuatunya diatur secara terpusat 

oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, para pendiri Negara (the founding fathers) 

Republik Indonesia bersepakat menetapkan bentuk negara kesatuan dengan sistem 

otonomi daerah, sebagaimana dituangkan dalam pasal 18 UUD 1945: 

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk 

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem 

pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat 

istimewa19” 

 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

(medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

                                                             
19 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005)

 

h.119
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masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia20 

Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah 

bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang dilaksanakan dengan Instruksi 

Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974. Undang-Undang itu mengatur pokok-

pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok 

penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. 

Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan 

berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan15. 

B. Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayan Publik 

Istilah publik berasal dari bahas inggris public yang berarti umum, 

masyarakat atau negara. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sesuai bila diberi 

terjemahkan Praja, hanya sejak zaman Belanda kata-kata sansekerta sudah 

salah kaprah. Arti sebenarnya dari kata Praja adalah rakyat, sehingga untuk 

pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah Pamong 

Praja21. Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian 

                                                             
20 HAW Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU 

No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005). 

h.37 
21 Inu Kencana Safiee, Ilmu Administrasi Publik ,(Jakarta, Penerbit Rineka Cipta: 2010). 

h. 17 
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jasa oleh pemerintah, dengan tanpa ada pembayaran guna memenuhi 

kebutuhan atau kebutuhan masyarakat.  

Ada 3 (tiga) alas an mengapa pelayanan public menjadi titik strategis 

untuk memulai mengembangkan dan menerapkan good governance di 

Indonesia yaitu: 

e. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara pemerintah 

berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. 

f. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan 

masyarakat terhadap kerja birokrasi. 

g. Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek clean dan good 

governance dapat diartikulasikan secara mudah. 

h. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance dan 

mekanisme pasar. 

Menurut Robert yang dimaksud dengan “pelayanan publik adalah 

segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintahan pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau 

daerah dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban. 

Sedangkan menurut Widodo. “Pelayanan publik adalah pemberian 

pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 
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yang telah ditetapkan.22 

Sedangkan di dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan 

atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Adapun asas-asas pelayanan publik yang 

termuat dalam Undang-Undang tersebut meliputi: 

1. Kepentingan Umum yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan 

kepentingan pribadi dan/atau golongan. 

2. Kepastian Hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

3. Kesamaan hak yaitu pemberi pelayanan tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

4. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding 

dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun 

penerima pelayanan. 

5. Keprofesionalan yaitu pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi 

yang sesuai dengan bidang tugasnya. 

6. Partisipatif yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan 

harapan masyarakat. 

                                                             
22 Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik; teori, kebijakan dan 

implementasi, Cet.ke-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). h.3 
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7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu setiap warga negara berhak 

memperoleh pelayanan yang adil. 

8. Keterbukaan yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 

mengakses memperoleh informasi mengenai pelayanan yang di inginkan. 

Akuntabilitas yaitu proses penyelenggaraan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

9. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu pemberian 

kemudahan kepada kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam 

pelayanan. 

10. Ketepatan waktu yaitu penyelesai setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 

waktu sesuai dengan standar pelayanan. 

11. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan Yaitu setiap jenis pelayanan 

dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.23 

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah 

pemenuhan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. Negara 

didirikan oleh publik atau masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu, harus dilakukan secara profesional 

sehingga mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur 

dan menentukan masa depan sendiri. Pelayanan publik yang profesional 

                                                             
23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
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artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan 

responsibilities dari pemberi layanan (aparatur pemerintahan) dengan ciri 

sebagai berikut: 

1. Efektifitas lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan 

dan sasaran. 

2. Sederhana prosedur/tata pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, 

tepat, dan tidak berbelit-belit. 

3. Transparan adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, pernyataan, 

dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik tersebut. 

4. Efisiensi persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 

langsung dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan 

dengan produk pelayanan yang berkaitan. 

5. Keterbukaan berarti prosedur/tatacara persyaratan, satuan kerja/pejabat 

penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian 

waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib 

diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui oleh masyarakat. 

6. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan 

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

7. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa 

yang menjadi masalah, kebutuhan dalam aspirasi masyarakat yang dilayani. 

2. Bentuk-bentuk pelayanan publik 

Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas 

menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun 
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kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terdiri dari berbagai macam 

bentuk. 

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 

Tahun 2003, pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu: 

a. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu bentuk pelayanan yang 

menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat atau publik. Misalnya status kewarnegaraan, kepemilikan, dan 

lain-lain. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP. 

b. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk/ jenis barang yang digunakan publik. Misalnya penyediaan tenaga 

listrik, air bersih, dan lain-lain. 

c. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Misalnya pendidikan, pelayanan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain.24  

Dalam konteks ini, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan 

masyarakat yang merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan 

pemerintah atau organisasi publik kepada masyarakat secara materi maupun 

non materi. Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan 

terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan 

terjangkau. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN ) 

Nomor 81 Tahun 1993 mengutarakan pula bahwa pelayanan umum 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

                                                             
 24 Ratminto, Dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan ( Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2005). h. 27   
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a. Hak dan Kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus 

jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. 

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 

tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas. 

c. Mutu, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat 

memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah 

terpaksa harus mahal maka instansi pemerintah yang bersangkutan 

berkewajiban   memberikan   peluang   kepada    masyarakat    untu ikut 

menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.25 Menurut moenir bentuk pelayanan ada 3 (tiga) macam yaitu: 

1. Pelayanan dengan lisan 

Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas bidang 

hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan bidang-

bidang lainnya yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan 

kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia. 

2. Pelayanan melalui tulisan. 

Dalam bentuk tulisan, layanan yang diberikan dapat berupa 

                                                             
25 Sedermayanti, Good Governance (pemerintahan Yang Baik) Bagian Yang Kedua: 

Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good 

Governance, (Bandung : Mandar Maju, 2004) h. 193 
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pemberian penjelasan kepada masyarakat dengan penerangannya berupa 

tulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah yang sering terjadi. 

3. Pelayanan berbentuk perbuatan 

Pelayanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang 

diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar 

kesanggupan dan penjelasan secara lisan.26 

3. Sistem pelayanan 

Sistem pelayanan umum pada dasarnya merupakan satu kesatuan faktor 

yang dibutuhkan dalam terselenggaranya suatu pelayanan publik. Sistem 

pelayanan publik ini terdiri atas tiga faktor: 

4. Sistem atau prosedur dan metode yaitu dalam pelayanan publik perlu 

adanya sistem imformasi, prosedur, dan metode yang mendukung 

kelancaran dalam memberikan pelayanan. 

5. Personil terutama ditekankan pada perilaku aparatur yaitu dalam pelayanan 

publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, 

disiplin, dan terbuka kritik dari pelanggan atau masyarakat. 

6. Sarana dan prasarana yaitu pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang 

kerja serta fasilitas pelayanan publik misalnya ruang tunggu, tempat parkir 

yang memadai27. 

Pelayanan merupakan kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau 

perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud 

                                                             
26 Moenir, H.A.S, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2002) h. 190    
27 Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik, 

(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011). h.123 
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dan di tetapkan. Sedangkan menurut Rowland standar adalah spesifikasi dari 

fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar 

pelayanan yang di selenggarakan dapat terpenuhi dengan baik. 

Dalam pelayanan yang disebut konsumen adalah masyarakat yang 

mendapat manfaat dari aktivitas organisasi ataupun petugas dari organisasi 

pemberi pelayanan tersebut, pelayanan dapat dirasakan apabila dilaksanakan 

oleh karena itu pelayanan memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan. 

2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 

pengaruh yang sifatnya berupa tindak sosial; dan sifatnya dengan barang 

jadi. 

3. Produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, 

karena pada umumnya peristiwa nya bersamaan dan terjadi di tempat yang 

sama. 27 

Adapun ruang lingkup standar pelayanan minimal desa meliputi: 

1. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan. 

2. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan. 

3. Pemberian surat keterangan. 

4. Penyederhanaan pelayanan. 

5. Pengaduan masyarakat. 
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C. Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas 

Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh pelaayanan administratif. 

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 

Berrdasarkan Pasal 3 Penyelenggara pelayanan publik bertujuan untuk:  

1. Mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

2. Mewujudkan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

pelayanan public 

3. Mewujudkan penyelenggaran pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

Kemudian berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Padang 

Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa:  

Penyelenggara dan pelaksana wajib memiliki tata perilaku sebagai kode 

etik dalam memberikan Pelayanan Publik, meliputi28 : 

1. Bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional; 

                                                             
 28 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang 

Pelayanan Publik  
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2. Bertindak adil dan non diskriminatif; 

3. Peduli, teliti dan cermat; 

4. Bersikap ramah dan bersahabat; 

5. Bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit; 

6. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan 

7. Prilaku lain yang memanjang terlaksananya penyelenggaran Pelayanan Publik 

yang cepat, tepat, dan akurat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari 

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang 

Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten 

Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara tidak terlaksana dengan baik. 

2. Faktor penghambat pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu 

Keluarga ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 

Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan  

Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara adalah 

diantaranya; (i) Kurangnya Kedisiplinan Pegawai Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil; (ii) Pelayanan Yang Berbelit-belit; (iii) Sarana dan Prasarana 

yang tidak memadai. 

B. Saran 

Untuk terlaksananya Pelayanan Publik yang baik dalam Pembuatan Kartu 

Keluarga ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 

Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan 

Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang 

diharapkan oleh masyarakat. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba 

memberikan beberapa saran yaitu : 
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1. Sebagaimana yang telah di atur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang 

Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik maka Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi 

Sumatera Utara disarankan agar harus memberikan pelayanan yang baik 

kepada masyarakat. 

2. Sebagaimana hasil penelitian bahwa faktor faktor penyebab kurangnya baiknya 

pelayanan adalah (i) Kurangnya Kedisiplinan Pegawai Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil; (ii) Pelayanan Yang Berbelit-belit; (iii) Sarana dan  

3. Prasarana yang tidak memadai maka kedepannya harus lebih baik lagi agar 

terciptanya suatu pelayanan publik yang baik. 
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